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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Temuan lapang dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya menjadi dasar pengambilan kesimpulan-kesimpulan dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Watoone. Berikut adalah simpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian ini. 

1. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Watoone telah menjalankan semua 

tahapan perencanaan dengan baik. dalam pengelolaan Dana Desa di Desa 

Watoone telah dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan dan 

melibatkan BPD dan unsur masyarakat didalamnya, kecuali adanya 

kekurangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memang 

belum ada di desa Watoone,  untuk menjaga asas transparansi, akuntabel dan 

partisipatif yaitu sejak dari musyawarah wilayah hingga musyawah desa 

dalam proses penyusunan APBDesa, seluruhnya dilaksanakan dengan 

melibatkan masyarakat. Sedangkan dalam prioritas anggaran, penentuan 

prioritas program kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa 2019 tidak 

sepenuhnya sesuai dengan Permendes 16/2018.  

2. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Watoone telah menjalankan 

tahapan pelaksanaan dengan baik. Pemerintah desa Watoone melaksanakan 

APBDesa dengan memperhatikan prosedur dan keabsahan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan, sesuai aturan yang berlaku yang dalam hal ini 

mengacu pada Permendagri 20/2018. 

3. Pada tahap penatausahaan Pemerintah Desa Watoone melakukan pengelolaan 
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 dana desa dengan baik. Kepala Urusan keuangan melaksanakan  

penatausahaan dengan melakukan pencatatan atas semua pendapatan dan 

pengeluaran dana desa sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 

2018. 

4. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Watoone telah melaksanakan 

pelaporan pengelolaan dana desa dengan baik. Temuan lapang yang  

memperlihatkan adanya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran, bukan 

murni kesalahan dari pihak pemerintah desa dalam menyusun dan 

menyampaikan laporan, melainkan sebagai dampak keterlambatan pencairan 

dana desa yang seharusnya bisa masuk ke rekening desa sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

5. Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Watoone telah 

dilaksanakan dengan baik. Proses pertanggungjawaban dengan 

menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adanya keterlambatan 

merupakan dampak dari keterlambatan pencairan dana desa, sehingga hal itu 

merupakan faktor eksternal, bukan dari merupakan kesalahan dari Pemerintah 

Desa. 

6.2 Saran 

Saran-saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Pemerintah Desa hendaknya dapat mengikuti seluruh pedoman  peraturan-

peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang terkait dengan 

Dana Desa, dengan tetap melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam seluruh 

tahapan    pengelolaan    dana   desa    untuk   memenuhi   asas    transparansi,  
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akuntabilitas dan pastisipasif . 

2. Masyarakat Desa hendaknya dapat mendukung Pemerintahan Desa dengan 

turut aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa demi tercapainya tujuan 

dana desa dalam mengentaskan kemiskinan,  memajukan perekonomian desa, 

mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat 

masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. 
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